
Dasar Hukun 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 terntang Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dan 
Permerntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

3 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 6881): 

JLA. Yaní Komplek Perkanton Kereag Humbang Kabupaten Katingan 

emal bapenda@katingankab go id website: www.bapenda kaingankabgo id 
KASONGAN 

Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan Nama SOP 

Keterkaitan 

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Katingan Nomor 93). 

Pelayanan Pendataan PB8-P2 

Peringatan 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi (ditinjau 
kembali) 

Tanggal Efektif 

Disahkan Oleh 

Kualifikasi Pelaksana 

2 

Peralatan / Perlengkapan 

1. Mermahami prosedur pendataan PBB- P2 
2 Mermahami cara pendataan PBB-P2 

oo0.8.3.5,5 /u8.1 / Gapenta - 2/v/2o 24 
03 ME 2024 

3 Menguasai pengoperasian Komputer 

1. Komputer / Printer / AlatTulis Kantor 

Jaringan Internet 

* 

3 Formulir SPOP PBB-P2 

Pendataan 

MEI 2024 

KA 
: Prosedur Pendataan Official Assessment (PBB-P2) 

TARasadan Pendapatan Daerah 
upaten Katingan 

oHEL. SE., M.Si 
1 Fenbina Tingkat | 

NIP 19710124 199703 1 006 

PE 



Prosedur Pendataan Official Assessment PBB-P2 

NO 

1 

2 

3 

4 

5 

KEGIATAN 

Petugas Pendataan menerima berkas 
pemohon dari petugas Pendaftaran. 

Petugas Pendataan memeriksa jenis 
pemohonan di dalam berkas dan melihat 
kesesuaiannya dengan inputan pada Aplikasi, 
jika tidak sesual dikembalikan lagi ke Petugas 
Pondaftaran. Jika sesual diserahkan ke 
Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan. 
Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan 
menerima, memeriksa dan memaraf berkas 
pemohon dan mengirimkan ke Kasubbid 
Perhitungan, Penilalan dan Keberatan untuk 
melakukan penelitian menentukan ZNT dari 
Obyek Pa<ak 
Petugas Pendataan menerima berkas dari 

Kasubbid Perhitungan, Penilalan dan 
Keberatan dan menginput data tersebut ke 
dalam aplikasi dan kemudian mengirimkan ke 
Kasubbid Pendaflaran dan Pendalaan untuk 
di verifikasi dan di validasi. 

Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan 
menerima berkas, memverifikasi dan validasi 
data. Jika terdapat kesalahan maka data 
ditolak dan dikembalikan utk diperbaiki. Jika 
benar maka dilanjutkan ke Sub Bidang 
Perhitungan, Penilaian dan Keberatan. 

Petugas 
Pendaftaran 

TIDAK 

PELAKSANA 

Petugas 
Pendataaan 

TIDAK 

YA 

Kepala Sub 
Bidang 

Pendaftaran dan 
Pendataan 

YA 

Kasubbid 

Perhtungan, 
Penilaian dan 

Keberatan 
Kelengkapan 

MUTU BAKU 

Fotocopy SKTISertifikat, Fotocopy KTP IKartu Keluarga 
dan formulir SPOP yang sdh disi dan ditandatangi 

Fotocopy SKTISertifikat, Fotocopy KTP /Kartu Keluarga 
dan formulir SPOP yang sdh disi dan ditandatangi 

Fotocopy SKT/Sertifikat, Fotocopy KTP Kartu Keluarga 
dan fomulir SPOP yang sdh diisi dan ditandatangi 

Fotocopy SKT/Sertifikat, Fotocopy KTP Kartu Keluarga 
dan fomulir SPOP yang sdh disl dan ditandatangi 

Fotocopy SKT/Sertifikat, Fotocopy KTP Kartu Keluarga 
dan formulir SPOP yang sdh diisi dan ditandatangi 

Waktu 

5 menit 

5 menit 

5 menit 

5 menit 

5 menit 

Out put 

Berkas 
Pemohon 

Pendataan 

Penilaian ZNT 

Verifikasi 1 

Verifikasi 2 

Keterangan 



Dasar Hukum: 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

emal bapenda(@katingankab go.ld website : 

BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN 
KEBERATAN 

Keterkaitan : 

Jin. Garuda Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Kathngan 
KASONGAN 

w.bapenda.katingankab.go.id 

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

Peringatan: 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia Nomor 6881); 

3. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93). 

SOP Prosedur Pendataan Official Assessment (PBB-P2) 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi (ditinjau 
kembali) 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana : 

Peralatan /Perlengkapan : 

:oo.3.5.3/u8.2 /BApnd-2/N/2024 

o Ma 2024 . 
RINTAH 

1. Memahami Data Wajib PBB-P2 

3. Jaringan Internet 
Pendataan 

2. Menguasai Pengoperasian Komputer 

Daftar Wajib Pajak 

1. Formulir Pendaftaran, SPOP PBB-P2 

KAT TIN 

2. Komputer /Printer /Alat Tulis Kantor 

KRla Badan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Katingan 

ATEN 

Prosedur Pendaftaran PBB-P2 

YODIHEL, SE., M.Si 

NIP.19710124 199703 1 006 
GPembina Tingkat I 



No 

1 

2 

3 

Prosedur Pendaftaran PBB-P2 

KEGIATAN 

Wajib Pajak (WP) mengajukan 
Pendaftaran PBB-P2 

Petugas Pendaftaran 

menerima kelengkapan 
persyaratan dan memeriksa 
isian formulir SPOP beserta 

kelengkapannya. Berkas 
permohonan belum lengkap, 
dihimbau kepada Wajib Pajak 
untuk melengkapi. 

Petugas Pendaftaran mengentry 
data ke Aplikasi, mencetak Bukti 
Tanda Terima dan Bukti 
Disposisi 

Petugas Pendaftaran 
menyerahkan Bukti Tanda 
Terima kepada Wajib Pajak dan 
Bukti Disposisi dikirimkan ke 

Petugas Pendataan 

Pemohon 

TIDAK 

Pelaksana 

Petugas Petugas 
Pendaftaran Pendataan 

YA 

Kelengkapan 
Mutu Baku 

Fotocopy SKT/Sertifikat, 
Fotocopy KTP /Kartu 

Keluarga dan formulir SPOP 
yang sdh diisi dan 

ditandatangi 
Fotocopy SKT/Sertifikat, 

Fotocopy KTP /Kartu 
Keluarga dan formulir SPOP 

yang sdh disi dan 
ditandatangi 

Fotocopy SKT/Sertifikat, 
Fotocopy KTP /Kartu 

Keluarga dan formulir SPOP 
yang sdh disi dan 

ditandatangi 
Fotocopy SKT/Sertifikat, 

Fotocopy KTP /Kartu 
Keluarga dan formulir SPOP 

yang sdh diisi dan 
ditandatangi 

Waktu 

Setiap Berkas 

3 Menit 

3 Menit 

Out Put 

3 Menit 

Formulir 

Pendaftaran 
beserta 

kelengkapannya 
diterima 

Bukti Tanda 
Terima dan 
Bukti Disposisi 

Bukti Tanda 
Terima dan 

Bukti Disposisi 

Keterangan 

Hari Kerja Pemohon 



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

KEBERATAN 
BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN, PENETAPAN DAN 

Dasar Hukum: 
1 

2 

3 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
emai bapenda@katingankab.go.id website : Www.bapenda.katingankab.go.id 

Jln. Garuda Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupalen Katingan 
KASONGAN 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
Peraturan Pemeintah Republk Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesla Tahun 2023 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881): 

Keterkaitan: 

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tanbahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93). 

Peringatan : 

SOP PENERBITAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR DAN NPWPD 

Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan, wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya. 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi (ditinjau 
kembali) 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana : 

2. 

1 

1 Memahami Data Wajib Pajak 

Peralatan /Perlengkapan: 

2 

1 

:oo.8.5.3.5 /u0.3/ bapenta - 3/v(2024 
:03 ei 2024 

Formulir Pendaftaran 

:0 Mei 2o 24 KAHRadan Pendapatan Daerah 
aypaten Katingan 

Daftar Wajib Pajak 

Menguasai Pengoperasian Komputer 

PEvOAPK ogHEL, SE., M.Si 
ATI yembina Tingkat I 

Komputer /Printer /Alat Tulis Kantor 
Pendataan 

Prosedur Penerbitan NPWPD 
ETP.19710124 199703 1 006 



No 

2 

Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar dan NPWPD 

3 

4 

KEGIATAN 

Wajib Pajak (WP) mengajukan 
Pendaftaran NPWPD 

Petugas Pendaftaran dan 

Pendataan menerima 
kelengkapan persyaratan dan 
memeriksa isian formulir 

NPWPD beserta 
kelengkapannya. Berkas 
permohonan belum lengkap, 
dihimbau kepada Wajib Pajak 
untuk melengkap. 
Petugas Pendaftaran dan 
Pendataan mengentry data ke 
Aplikasi, mencetak Surat 
Keterangan Terdaftar 

Kepala Sub Bidang Pendaftaran 
dan Pendataan menerima, 
memeriksa dan memaraf 

disposisi Surat Keterangan 
terdaftar 

Pemohon Petugas 
Pendaftaran 

dan 
Pendataan 

Pelaksana 
Kepala Sub 

Bidang 
Pendaftaran 

dan 
Pendataan 

-D 

Kabid 
Pendaftaran, 
Pendataan, 

Perhitungan, 
Penllaian, 

Penetapan 
dan 

Keberatan 

Sekretaris Kepala 
Badan 

Kelengkapan 

1. Formulir 

NPWPD 

2. Foto Copy KTP 

1. Formulir 

NPWPD 

2. Foto Copy KTP 

Konsep Surat 

Keterangan 
Kepala Badan 

tentang Surat 
Keterangan 
Terdaftar 
Konsep Surat 
Keterangan 
Kepala Badan 
tentang Surat 
Keterangan 
Terdaftar yang 

Mutu Baku 

Waktu 

Setiap Formulir 

5 

Hari 

Kerja 

Menit 

5 

Menit 

Qut Put 

Menit 

Pendaftaran 
beserta 

kelengkapannya 
diajukan 
Formulir 

Pendaftaran 
beserta 

kelengkapannya 
diterima 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

Keterangan 



No 

5 

6 

KEGIATAN 

Kepala Bidang Pendaftaran, 
Pendataan, Perhitungan, 
Penilaian, Penetapan dan 
Keberatan menerima, 
memeriksa dan memaraf 
disposisi Surat Keterangan 

terdaftar 

Sekretaris Badan menerima, 
memeriksa dan memaraf 
disposisi Surat Keterangan 
terdaftar 

Pemohon Petugas 
Pendaftaran 

dan 
Pendataan 

Pelaksana 
Kepala Sub 

Bidang 
Pendaftaran 

dan 
Pendataan 

DO 

Kabid 

Pendaftaran, 
Pendataan, 

Perhitungan, 
Penilaian, 
Penetapan 

dan 
Keberatan 

Sekretaris Kepala 
Badan 

Kelengkapan 

sudah diparaf 
petugas 
Pendaftaran dan 
Pendataan 
Konsep Surat 

Keterangan 
Kepala Badan 
tentang Surat 
Keterangan 
Terdaftar yang 
sudah diparaf 
Kepala Sub 
Bidang 
Pendaftaran dan 
Pendataan 
Konsep Surat 
Keterangan 
Kepala Badan 
tentang Surat 
Keterangan 
Terdaftar yang 
sudah diparaf 
Kepala Bidang 
Pendaftaran, 
Pendataan, 
Perhitungan, 
Penilaian, 
Penetapan dan 

Mutu Baku 
Waktu 

3 

Menit 

Menit 

Out Put 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

Keterangan 



No KEGIATAN 

Kepala Badan menerima, 
memeriksa dan 
menandatangani Surat 
Keterangan terdaftar 

Petugas Bidang Pendaftaran 
dan Pendataan untuk 

menyerahkan Surat Keterangan 
Terdaftar serta NPWPD kepada 
pemohon 

Pemohon Petugas 
Pendaftaran 

dan 

Pendataan 

Pelaksana 
Kepala Sub 

Bidang 
Pendaftaran 

dan 
Pendataan 

Kabid 

Pendaftaran, 
Pendataan, 

Perhitungan, 
Penilaian, 

Penetapan 
dan 

Keberatan 

Sekretaris Kepala 
Badan 

D 

Kelengkapan 

Keberatan 

Konsep SK Kepala 
Badan tentang 
Surat Keterangan 
Terdaftar dan 

NPWPD yang 
sudah diparaf 
Sekretaris Badan 
Surat Keterangan 
Terdaftar dan 
NPWPD 

Mutu Baku 
Waktu 

3 

Menit 

Menit 

Out Put 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar 

Surat 

Keterangan 
Terdaftar dan 
NPWPD 

Keterangan 



Dasar Hukum 

2 

Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
JL A. Yanl Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kabupaten Katingan 

esmail bapenda@katingankab go id website : www.bapenda katingankab.qo.id 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesla Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

KASONGAN 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republ Indonesia Nomor 6881). 

Keterkaitan 

Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pelayanan Pendaftaran Pajak 

(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan 
Nomor 93). 

Peringatan 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 

Tanggal Revisi 
(ditinjau kembali) 

Tanggal Efektif 

Disahkan Oleh 

Nama SOP 

Kualifikasi Pelaksana 

2 

3 

1 

2 

Peralatan / Perlengkapan 

3 

oo. 8.3.53/ U8.4/ BAputa -2/V/2024. 
03 Mei 2024. 

3 Mei 024 . 

KAB 
RINTAH 

Jaringan LAN/ Intemet 

Pendataan 

YoDIHEL, SE., M.Si 
PEvDAPAembina Tingkat I 

: Prosedur Pendataan Pajak Self Assessment 

Mermaharmi prosedur pendataan Pajak Daerah 

kegala Badan Pendapatan Daerah 
UKabupaten Katingan 

4TIN Nip. 19710124 199703 1 006 

Memahami cara pendataan Pajak Daerah 

Menguasai pengoperasian Komputer 

Komputer / Printer I AlatTulis Kantor 

Blangko Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) 



Prosedur Pendataan Pajak Self Assessment 

NO 

1 

2 

3 

4 

KEGIATAN 

Menerima berkas wajib pajak dari Petugas 
Pelayanan Pendaftaran 

Petugas pelayanan Pendataan mernproses 
berkas yang diterima yntuk menentukan jenis 
Pajak Daerah yang akan dikenakan 

Petugas Pelayanan Pendataan 
menginpuUmendata berkas yang diterima ke 
dalam aplikasl be rdasarkan jenis Pajak 
Daerah yang telah ditentukan kemudian 
menginput ke dalam Daftar SPTPD WP Self 
Assessment data mencetak Data Billing 

SPTPD dan Data Billing kermudian diserahkan 
Wajib Pajak untuk dilakukan pembayaran 
Pajat 

Wajlb Pajak 
PELAKSANA 

Petugas Petugas 
Pendaftaran Pendatasan Kolengkapan 

Berkas Wajib Pajak 

Berkas Wajilb Pajak 

Berkas Wajib Pajak 

Kartu Data 

MUTU BAKU 

Waktu 

Daftar SPTPD WP Setf Assessment, 
Data Billing 

1 menit 

3 menit 

5 menit 

1 menit 

Out put 

Berkas Wajib Pajak 

Berkas Wajib Pajak 

Kartu Data 

Daftar SPTPD WP Self 
Assessment, Data Billing 

Surat Pemberitahuan Pajak 
Daerah (SPTPD), Data Billing 

Keterangan 



Dasar lukuni 

Pemerintah Kabupaten Katingan 

Keterkaitan SOP 

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Badan Pendapatan Daerah 

Sub Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi 

2 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 

1. SOP Pendaftaran Pajak Daerah 
SOP Pendataan Pajak Daerah 

|3. SOP Penetapan Pajak Daerah 

Peringatan 
4. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

Tika prosedur pengawasan transaksi PBB-P2 secara online tidak dilaksanakan maka 
transaksi pembayaran PBB-P2 secara online tidak terawasi sehingga berakibat terjadinya 
kesalahan transaksi pembayaran pajak daerah 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 

Disahkan oleh 

Nama SOP 

Kualitikasi Peláksana 

1. Memahami prosedur pengawasan 

1. Website 

Foo0.8.3.3.5/18.S /6aprut-2//204 

3. Memahami tugas dan fungsi 

2. Jaringan Internet 
3. Komputer 

: o% Mer 2024 

AH KA 

2. Menguasai pengoperasian komputer 

Peralatan l'eilengkapan 

4. Printer 

1. NOP PBB 

:Pengawasan Tránsaksi embayaran PBB-P2 SecaraC 

Pencatatan & Pendala.an 

3. Rekening Koran 

PEMA 

2. Transaksi Pembayaran 

Kpala BadarPahdapatan Daerah 

KoSHEY SE.,M.Si 
ENDRSDIA 199703 1 006 

PBB-P2 





Berkaitan 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

STANDAR OPERASIONAL PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH 

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
|2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

1. SOP Penetapan Pajak Daerah 

Peringatan : 

2. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

DASAR HUKUM 

Aktivitas pemeniksaan di lapangan harus dilakukan oleh petugas Badan Pendapatan daerah 
serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak 

Nomor SOP 

Tanggal Pembuatan 03 Mei 2o24 
Tansgal Revisl 

Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

*YoDIHEsE. Ms 
NP. 4LQ124,1997021 006 

Pemeriksaon Pajak Qacrah yang PemungutanyN G 
Dibayor Sendi oleh wajib aiak 

KUALIFIKASI PELAKSANAAN 
1. Memahami Prosedur Pemeriksaan 

2.Menguasai pengopersaian komputer 
3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak 
4. Memahami tugas dan fungsi 

Peralatan/Perlengkapan 
1. Surat tugas lapangan 

AH K4 
kepalh Bdan Pendapatan Daerah 

abupaten katingan 

|2. Dokumen Berita Acara 
3. atk 

4. Kendaraan Operasional Lapangan 

Laporan Hasil Pelaksanaan 
Pencatatan dan Pendataan 



Permer an Paja Daerah Veng ernungetenmya Dhayat Sendit Cheh Wajh Pajeh 

No 

11 

URALAN FROSMDUR 

Membuat Lorn 

Leputunan pala 
&edan tentang 
Pmbenh an Tm 
emeriku al aah 
Mengalan e 
Lngtn kepela 
Radan 

Menandatanganim 
kputan 
rala asan 

nganalina dan 
yn �ata 

oyet pa 
Membual Lonsep Surat 
pertah h°gas 
dan Surat enberttahuan 

Apase 

Mengaskan raep urat 
pennt 

tugn dan surat 
pembe ituhan 
Menundatanganv 
Surat perintah tug dan 
Srat 

penberitauan tepasa 
wabpat 
Menyiplan kiengtapan 

pemean paak 

Mergrtn ut 
pemteitaan 

pemerikaan trpada wafb 

MelaksanÀn peninjaan 
lapanga 
ntu elkn 

rep 

pee isan pa 

Memtut te ka 
peeÀsaan 
Mengput dan AsercrtaA 
Surat 

Letetapan Pajat Cla ah 

Lrerg 
Geyr (P davatau 
Surat 

Letrtpan Peah atr a 

Nl (APON) 

APALA RADAN SEARE TARIS 

PNLAKSANA 

KEPALA BIDAG 
PAJAK 4 

PALA SUn 
AIDANG 

PENDATAAN & 
PENE TAPAN 

SPALA SUa 

DAAG 
HMERIAAN 

AAA FAN 

FUNGSONAA 
UMUM 

TIAM 

PEMERIA 

Craumer Delanaan 

Arearw 
PA 

cep tepufan (paa 

PERSVARATAN 

PERENGKAPAN 

orse gutur tcaa 
Safar 

tarn 

Coputusan Ceda udan 

Surat pemitauan 

tan 

Srat penDertauan 

Grg Surat prnta tugs50 Tert 
tan 

Srat enntan Tugn 

Surt enoeritaruan 

rseg Surt pntah ups0nens 

Pengenal, Sunk tata 

Perreriksan, PaAta 

arO Surat ernyatas 

ARUTU AKU 

Perakan Pernerkan 

Paas 

140 

WAKTU 

10it 

0 
Terit 

nemt 

0rit 

Tenit 

Tarat 

arsp eputusar 

Keala dan 

Korsep teputusan 
Cuala Batar 

Cepusn epala 

ata obyek Daiat 

Korse Surat 
pTnan 

u tan Surst 
pemperitanuan 

osep Surat 

prtrtan 

tugs tm Srzt 

DenDrrtahuarn 
Surat pertn 

dan Srt 

Dernmrtauan 

Beritara 

enenksan aak 

ets era 

Pernensn 

SAPCK3 gar/atau 
KPCN 



No, 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

URALAN PROSEDUR 

Mengajukan SKPDKB 
dan/atau 
SKPDN 
Menandatangani SKPDKB 

dan/atau 
SKPD 

Membuat konsep laporan 
hasil 

perneriksaan pajak 

Menga<ukan konsep 
laporan 

Menandatangani konsep 
laporan 

Mengagendakan dan 
mengarsipkan 
dokumen 

KEPALA BADAN SEKRETARIS 

PELAKSANA 

KEPALA BIDANG 
PAJAK4 

KEPALA SUB 

BIDANG 
PENDATAAN & 

PENETAPAN 

KEPALA SUB 

BIDANG 
PEMERIIKSAAN 

JABATAN 
FUNGSIONAL 

UMUM 

TIM 

PEMERIKSA 

PERSYARATAN 

PERLENGKAPAN 

SKPDKB dan/atau SKPDN 

SKPOKB dan/atau SKPDN 

Berita Acara Perreriksaan 

Pajak. 

MUTU DAKU 

WAKTU 

60 menit 

20 menit 

120 

menit 

60 menit 

60 menit 

20 merit 

ICELUAR 

SKPDKB dan/atau 
SKPDN 

SKPDKB dan/atau 
SKPDN 

|Kertas Kerja 
Pemeriksaan, 
Berita 

Acara, Dokumen 

Pendukung 
Permeriksaan 

KET 



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
STANDAR OPERASIONAL PENAGIHAN 

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

Berkajtan 

2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

DASAR HUKUM 

1. SOP Penetapan Pajak Daerah 

Peringatan 

|2. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

Aktivitas penyampaian tunggakan dan penagihan di lapangan, harus dilakukan tim/ 

tidak boleh perorangan serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak 

Nomor SOP o00&-5.4,5/ ((8-7/ B4puda 2/V/20z4. 
Tanggal Pembuatan : 03 Mer 2024. 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

SoR Penagihan 

:o3 Mei 2024 

1. Memahami Prosedur Penagihan 
2.Menguasal pengopersaian komputer 

|4. Memahami tugas dab fungsl 

Peralatan/Perlengkapan 
1. Surat tugas lapangan 

KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak 

2. Dokumen Penagihan 
3. atk 

kepalaadnPëndárYta Daerah 
bupaten Katingan 

4. Kendaraan Operasional Lapangan 

YODIHEL, E. M^I 
Níp. 1921Í124 19970 006 

|Laporan Hasil Penagihan 

Pencatatan dan Pendataan 



sOP PENAGIAN 

2 

3 

S 

6 

7 

9 

10 

11 

URALAN PROSEDUR 

Memerintahkan etau menugasken 
untuk meleksanakan upaya 

penaghan secara persuasif 
sebelum jatuh tonpo 

menghubung wajlb pajsk via 
telpon untuk mengnlormaslkan 
kepada walb pajak açar segeta 
melaporkan omset/ melakukan 
pembayaran palak terhutang 
sebelum jatuh tempo 

Mence tak surat teguran dan 
melaporlan daftaw WP yeng belum 
rmenbayar pajak ealah jatuh 
tempo 

memeriksa daftar plutang den 
memaral surat tecuran 

mendatangani surat teguran dan 
memerintahkan untuk 

melalarakan penaghan dengan 
menyampaikan surat teguran 

meyampaikan surat teguran 
melalul pos maupun diantar 
angsung kepsda wajlb pajak, dan 
membuat berfta cara penagihan 

apangan (BAPL) dengan dldukung 
pendokumentaslan yang 
ditandatangani oleh petUgas 

Lapangan dan pemilik / pergelola 
pengusaha 
membuat laporan harian 
penagihan & kartu kendall untuk 

disarnpalkan kepada kepala seks! 
penaghan 

Menyampaikan laporan harian 
penaghan & kartu kende!l kepada 
kepala seksi penetapan & kepala 
seksl penaghan 

Melaporkan hasil pensgihan 
kepada kepala bldang 

Memerlntahkan dan menugaskan 
untuk melakukan upaya penagihan 
sarnpal Jatuh tempo dl bulan 

berikutrya 

Melakukan upaya penaghan 
Sampal jatuh tempo dl bulan 
berikutrnya 

KEPALA BIDANG 

PELAKSANA 

KEPALA SEKSI PELAKSANA WANB PAIAK PERSYARARATN 

PERLENGKAPAN 
L SK Tim Penaghan 

1.Aat Komunikasi 

L Draf Surat Teguran 
2 Draf Surat Perlntah Tugas 

1. Draf Surat Teguran 
2 Draf Surat Perintah Tugas 

L Draf Surat Teguran 

2 Draf Surat Perintah Tugas 

L Daftar Piutang Wajlb Pajak 
2 Surat Perintah Tugas (SPT) 
3.Berlta Acara Penaghan 
Lapangan 
Surat Teguran; 
Tanda Terima surat; 

Surat Pernyataan 
Kesanggupan membayar 

L Kartu Kendall Penaghan 
2 Luporan Harlan Penaghan 

6. 

L Kartu Kendall Penaghan 
2 Laporan Harlan Pernagihan 

- Kartu Kend all Pernaghan 

Disposlsl 

2. Laporan Harlan Penaghan 

1, Alat Komunikas! 
Alt Trasportasi 

2 

WAKTU (Harl kerde) 

1 

1 

1 

1 

30 

MUTU BAKU 

KELUARAN 

SK Tim Pensghan 

L ALat Komunasl 

1.Surat Teguran 
2 Surat Perintah Tugs 

L Surat Teruran 

Surat Perlntah Tugas 

L Suret Teguran 
2 Surat Perintah Tuas 

|L Kartu Kendai Pe aghan 
2 Laporan Harlan Peraghan 

L Kartu Kendall Penahan 
Laporan Hartan Peraghan 

L Kartu Kendali Perghan 
2 Laporan Harian Peraghan 

1 Kartu Kendall Penaghan 
2 Laporan Harian Penagharn 

L Kartu Kendall Peraghan 
|2. Laporan Harian Penaghan 

1 Kartu Kendall Peraghan 

2 Laporan Haran Penaghan 

ET 



14 

15 

16 

No 

12 

URAIAN PROSEDUR 

Mencetak surat te guran ke-2, surat 
pemberitahuan penempelan stiker 
dan surat perintah tugas te guran 

apabla surat teruran pertama 
tidak dhiraukan 

Mendatangani Surat teguran ke -2. 
surat pemberitahuan penempelan 
stiker dan Surat perintah tugas 

Menyarnpaikan surat terguran ke 
2, surat pemberitahun 

penermpelan stker dan membuat 
berita acara penaghan lapangan 
(BAPL) dengan di dukung 
dokumentasi yang ditandatanganl 

oleh petugas lapangan dan pemlik 
/pengelola usaha 

PENEMPELAN STIKER 

LUNAS 

KEPALA BIDANG 

PELAKSANA 

KEPALA SEKSI PELAKSANA WAAIB PAJAK 
PERSYARARATN 

PERLENGKAPAN 

Draf Surat Teguran ke 2 2. 
Draf Surat Pemberitahuan 

penempelan stker 
Draf Surat Perintah Tugas 

L Draf Ssurat Teguran ke 2 2. 
Draf Surat Pemberitahuan 
|penempelan stiker 
Draf Surat Perintah Tugas 

1 Daftar Plutang Wajlb Pajak 

|2. Surat Perintah Tugs (SPT) 
3. Berlta Acara Penaghan 

Lapangan 
Surat Teguran; 
Tanda Terima surat 

Surat Pernvataan 
Kesanggupan membayar 

7. Surat Pemberltahuan 
Penempatan stiker 

5. 

3 

6 

3 

MUTU 8AKU 

WAKTU (Marl korje) 

1 

KELUARAN 

L Surat Teruran ke 2 
Surat Pernberitahuan 
penernpelan stiker 

Surat Per intah Tugn 

L Surat Temuran ke 2 
Surat Penberitahuan 

penempelan stker 

Surat Perintah Tug 

2 

3 

|2 Kartu Kendall Penaghan 2. 
Laporan Harlan Penaghan 



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 

Berkaitan 

BADAN PENDAPATAN DAERAH 
STANDAR OPERASIONAL PENAGIHAN GABUNGAN 

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusl Daerah 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

SOP Penetapan Pajak Daerah 

Peringatan 

DASAR HUKUM 

|2. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

|Aktivitas penyampaian tunggakan dan penagihan di lapangan, harus dilakukan tim/ 
tidak boleh perorangan serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak 

o08.3. B.5/118.3 / 8a puda -2/V (2024 
Tenggal Pembuatan : o e 2024 
Tanggal Revisi 
Tanggal Efektif 
Disahkan Oleh 

Nomor SOP 

SOP enagihan Galoungan 

o3 Mei 2024 AH KAS 

1. Memahami Prosedur Penagihan 
2.Menguasai pengopersaian komputer 

1. Surat tugas lapangan 

4. Memahami tugas dab fungsi 
Peralatan/Perlengkapan 

2. Dokumen Penagihan 
3. atk 

3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak 

KUALIFIKASI PELAKSANAAN 

kepala 8adan Pendaafan Daerah 
kabyaten Kating�n 

4. Kendaraan Operasional Lapangan 

Laporan Hasil Penagihan 

Nipt9Tr0124 138203.1ó06 

Pencatatan dan Pendataan 



SOP PENAGIHAN GABUNGAN 

No. 

4 

5 

6 

7 

8 

URALAN PROSEDUR 

Memerintahkan dan menugaskan 
untuk melaksanakan penagihan 
gabungan OPD 

Menginventarisir data piutang 

Mendatangi lokasi objek pajak 
sesuai da ftar piutang wajjb pajak 
yang telbh disiapkan 

Membacakan maklurmat penagihan 
pajak kepada wajb pajak 

Melakukan penempelan stiker tanda 
menunggak pajak dan maklumat 
Penagihan 

Mendatangi berita acara penagihan 
bersama, ditandatangani oleh 
perwakilan OPD yang ikut serta 

dalan tim dan wajib pajak 

Membuat laporan dan rekomendasi 
teknis hasil penagihan Tirm 
gabungan OPD 

Melaporkan hasil penagihan 
gabungan kepada Kepala Badan 

KEPAUÅ BAOANG 

PELAKSANA 

TIM WAIB PAJAK 
PERSYARARATN 

PERLENGKAPAN 

1. KEPWAL 

Surat Perintah Tugas 

1. Surat Teguran Ke 3 

Surat Pemberita hun 

Pelaksanzan Penagihan 
gabungan OPD (Tim 
Intensiikasi) 
Data Piutang 
1. Daftar Piutang Wajb Pajak 

Kapwal Tim penagihian 
gabungan OPD/ Kepwal tim 
intensiikasi Pajak Daerah; 3. 

Surat Pertintah Tugas 
Gabungan OPD; 
Surat Pemberitahuan 

Pelaksanaan Penagihan 
|Gabungan OPD; 
Form Berita Acara Penagihan 
Lapngan (BAPL) bersama 
Penagihan Gabungan OPD; 
6. Stiker/Tanda menunggak 
Pajak Daerah; 
Maklumat Penagihan 
Gabungan OPD 

1. Maklurnat Penagihan 

1. Maklumat Penagihan 

1. BAP 

1, Draf Rekomendasi Teknis 

2 

3 

2. 

7. 

4 

WAKTU (Hari kerja) 

1 

1 

1 

1 

MUTU BAKU 

KELUARAN 

1. Surat Perintah Tugas 

1. Data Piutang 

1. aporan 

L Dokumentasi 

1 Dokumentasi 

L BAP 

Dokumentasi 

1. Draf Rekomendasi Teknis 

KET 



Berkaitan 

PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN 
BADAN PENDAPATAN DAERAH 

STANDAR OPERASIONAL SURAT TEGURAN 

1. Undang Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
2. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah 

1. SOP Penetapan Pajak Daerah 

Peringatan: 

DASAR HUKUM 

|2. SOP Pengajuan Keberatan Pajak Daerah 

|Aktivitas penyampaian Surat Teguran di lapangan harus dilakukan oleh petugas lapangan serta mampu berkomunikasi dengan baik kepada wajib pajak 

o0 8.3.5.3/ Id 9/ Bapeude -2/V/2024 
Tanggal Pembuatan 02 Me 2024 
Tanggal Revisi 

Nomor SOP 

Tanggal Efektif :03 Mei 2024 
Disahkan Oleh 

SOR Pener bitan Surat Tequt an 

1. Memahami Prosedur Penagihan 

|2.Menguasai pengopersaian komputer 

4. Memahami tugas dab fungsi 

Peralatan/Perlengkapan 

3. Mampu berkomunikasi yang baik dengan wajib pajak 

1. Surat tugas lapangan 

KUALUFIKASI PELAKSANAAN 

2. Dokumen Surat Teguran 
3. atk 

kepala Badan PendapatanDaerah 
kabupater Katingan 

4. Kendaraan Operasional Lapangan 

Laporan Hasil Pelaksanaan 

XoDMEL, S.E,M^i 
Nip. 197401241951932 006 

Pencatatan dan Pendataan 



SOP PENERBITAN SURAT TEGURAN 

No 

1 

2 

4 

6 

URAIAN PROSEDUR 

Pelaksunuan Subbid Perneríksaen 
dan Penyeleselan Plutang 
menyajlkan data tunggakan pajak 
dan memyusun dref teguran 

Ka subld Pemerlksaan dan 

Penyelesalan Plutarg menerlma 
dan menelit! konsep surat teguran 
kemudian memara fnya Jika 

sual dan menyampakan L 

kepala badan 

Kepale Badan menyetujul dan 
mendatangani surat teguran, 

setalah selesal surat teguran 
tersebut diserahkan kernball kepada 

pelaksana subbid perneri ksaan den 
penyelesaian plutang untuk 

disampaikan 

Menerima, mengadmlnistrasikan 
dan mernbuat pernomoran Surst 

Teguren kepada Wajib Pajak 

Meyampaikan Surat teguran 
kepada wajib palak 

selesa i 

WAJIB PAJAK SUBBAG TU 

PELAKSANA 

PELAKSANA KEPALA BIDANG KEPALA BADAN 
PERSYARARATN 
PERLENGKAPAN 

Data Tunggakan Pajak 

Draf Surat Teguran 

Draf Surat Teguran 

Surat Teguran 

Surat Teguran 

Surat Teguran 

WAKTU (Hari kerja) 

1 

1 

MUTU BAKU 

KELUARAN 

Draf Surat Teguran 

Draf Surat Teguran 

Surat Teguran & Disoosisl 

Surat Teguran 

Surat Teguran 

Tanda Terlma 

KET 
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